
 
 

 

 

 

 

BUPATI LAMONGAN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI LAMONGAN 

NOMOR   43  TAHUN 2023 

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2023 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI LAMONGAN, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan 

Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 43  Tahun 2023 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara tahun 

1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan 

Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi 

Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah 

Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor  4, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );  

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234)  sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah  Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023  Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856);  

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang 

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6845); dan 

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
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Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1447); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

431); dan 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972). 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 

Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Lamongan Tahun 2023 Nomor 03); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor     

Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor 02); 
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MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RANCANGAN 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 

        
Pasal 1 

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2023 mengalami perubahan dengan rincian 

sebagai berikut: 

a. Pendapatan Daerah    

1. Semula                             Rp.3.236.135.543.700,00 

2. Bertambah                        Rp.346.198.110.300,00 

Jumlah pendapatan Daerah setelah perubahan 

                                              Rp.3.582.333.654.000,00 

b. Belanja Daerah    

1. Semula                             Rp.3.180.421.258.000,00 

2. Bertambah                       Rp.356.551.104.296,32  

 Jumlah belanja Daerah setelah perubahan 

                                               Rp.3.536.972.362.296,32 

Surplus setelah Perubahan     Rp.45.361.291.703,68 

                                               

c. Pembiayaan Daerah : 

1. Penerimaan Pembiayaan  

a) Semula                         Rp.30.000.000.000,00 

b) Bertambah                    Rp.43.503.308.296,32 

Jumlah penerimaan Pembiayaan setelah 

perubahan                          Rp.73.503.308.296,32    

2. Pengeluaran Pembiayaan 

a) Semula                          Rp.85.714.285.700,00 

b) Bertambah                    Rp.33.150.314.300,00 

Jumlah pengeluaran Pembiayaan setelah 

perubahan                     Rp.118.864.600.000,00                 

Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan  

                                      (Rp.45.361.291.703,68) 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah 

perubahan                 Rp.0,00 
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Pasal 2 

 

Uraian lebih lanjut tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Lamongan 

ini terdiri dari: 

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian 

Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

2. Lampiran II Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, 

Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, 

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat dan 

Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima 

Serta SKPD Pemberi Hibah; 

4. Lampiran IV Daftar Nama Calon Penerima, Alamat 

dan Besaran Alokasi Bantuan Berupa Uang Yang 

Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial; 

5. Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan 

Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat 

Umum/Khusus yang Diterima serta SKPD Pemberi 

Bantuan Keuangan; 

 6. Lampiran VI Daftar Nama Calon Penerima, Alamat 

dan Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah 

Kepada Pemerintah Desa; 

7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut 

Urusan  Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 

Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan 

Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan 

Minyak Bumi dan Pertambangan Gas 

ALam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi  
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Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Orgnisasi, 

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, 

Obyek dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan 

Pembiayaan; 

9. Lampiran IX Dana Tambahan Infrastruktur Menurut 

Urusan Pemerintahan Daerah, Orgnisasi, Program, 

Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek dan 

Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

10. Lampiran X Sinkronisasi Major Project  dengan 

Dukungan Program Prioritas Daerah. 

 

 

Pasal 3 

 

Pelaksanaan penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah dituangkan lebih lanjut dalam 

dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat 

daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 




